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 PENGANTAR  

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

BAB 

I 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam 

Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

2. Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan dalam pasal 320 ayat (1) bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk 

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai 

representasi masyarakat. 

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan 

keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan SAP 

berbasis akrual. 

4. Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah 

dilakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2015 

5. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual 

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku 

kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan 

pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan 

dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan 

sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 

6. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan 

oleh sebuah organisasi kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi 

seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu 

alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak 

yang membutuhkannya. Peran penting laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan menuntut setiap organisasi menyusun laporan keuangan, demikian 

pula dengan organisasi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah 
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7. Salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi 

pedoman bagi fungsi akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk menyusun laporan 

keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Kota 

Probolinggo  merupakan penjabaran dari PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran 1 

dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. 

8. Kebijakan akuntansi sangat diperlukan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya. 

Penggunaan basis akrual ini ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih 

akurat dalam pelaporan keuangan utamanya kepada pihak ketiga. Namun 

demikian, SAP juga menyatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi tetap diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

berbasis kas.  

9. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, laporan 

keuangan SKPD digabungkan dengan laporan keuangan SKPKD dengan 

mengacu pada SAP. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 2 (dua) basis 

yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, yaitu basis kas dan basis 

akrual.  

10. Atas dasar tersebut, maka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota 

Probolinggo ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. 

 

B. PENGERTIAN  

11. Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, 

sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang 

mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.  

12. Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut 

yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai 

dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, 

perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi 

untuk pembuatan laporan keuangan.  

13. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo meliputi pilihan prinsip- 

prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh 
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SKPD dan SKPKD dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. 

Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. 

Pertimbangan dan atau pemilihan disesuaikan dengan kondisi di Pemerintah 

Kota Probolinggo. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan 

menggambarkan realitas ekonomi pemerintah daerah secara tepat dalam 

bentuk kinerja keuangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

pemerintah daerah.  

14. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo secara garis besar terdiri 

atas dua bagian, yaitu: 

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.  

Kebijakan ini memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang 

berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan 

b. Kebijakan Akuntansi Akun.  

Kebijakan ini mengatur definisi pengakuan, pengukuran, penilaian 

dan/atau, pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP 

atas:  

1) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;dan 

2) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP 

15. Komponen utama kebijakan akuntansi akun adalah:  

a. Pengertian, merupakan upaya pendefinisian setiap akun yang menjadi 

bagian dari laporan keuangan. Pengertian ini juga memberikan batasan 

atau ruang lingkup atas sebuah akun.  

b. Pengakuan, yaitu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 

suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 

menjadi bagian yang melengkapi setiap akun.  

c. Pengukuran, merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui 

dan memasukkan setiap pos dalam laproan keuangan.  

d. Penyajian, yaitu menentukan bentuk penyajian setiap akun dalam laporan 

keuangan.  

e. Pengungkapan, merupakan bentuk implementasi dari prinsip full 

disclosure dengan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh 

pengguna laporan keuangan yang tidak dapat dicantumkan dalam lembar 

muka (on the face). Pengungkapan ini berisi informasi yang disajikan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

16. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini 

mempunyai pengertian sebagai berikut:  

a. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 
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b. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo 

c. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban  daerah 

dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan   daerah yang 

dapat dinilai dengan  uang  termasuk  di dalamnya segala bentuk  

kekayaan  yang  berhubungan    dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. 

d. Pengelolaan keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan  pengawasan keuangan 

daerah. 

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  selanjutnya 

disingkat    APBD     adalah     rencana    keuangan     tahunan 

Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui  bersama oleh    

Pemerintah    Daerah  dan   Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah, 

dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. 

f. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.  

g. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah.  

h. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 

dipilih oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.  

i. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD 

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

pemerintahan daerah.  

j. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah pedoman 

bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang 

menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. 

k. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  
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l. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, 

utang dan ekuitas dana berbasis akrual.  

m. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 

suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 

menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 

sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 

yang bersangkutan.  

n. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.  

o. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara 

lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.  

p. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

q. Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah    yang  selanjutnya 

disingkat   PPKD   adalah   Kepala   Satuan   Kerja    Pengelola 

Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya disebut  dengan Kepala 

SKPKD  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan pengelolaan 

Anggaran Pendapatan  dan   Belanja Daerah dan bertindak sebagai 

bendahara umum  daerah. 

r. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat  BUD adalah 

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 

daerah. 

s. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran/barang. 

t. Entitas pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri  atas satu  

atau  Iebih  Entitas  Akutansi  yang  menurut  ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

u. Entitas   akutansi   adalah unit Pemerintahan  pengguna anggaran/ 

pengguna   barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 

Akutansi dan menyusun laporan keuangan untuk  digabungkan 

pada Entitas pelaporan. 
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v. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Walikota untuk menampung   seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah. 

w. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh   Walikota untuk 

menampung seluruh penerimaan   daerah dan digunakan untuk 

membayar  seluruh  pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

x. Laporan   Realisasi   Anggaran   yang  selanjutnya   disingkat LRA, 

adalah laporan yang menyajikan Informasi   realisasi pendapatan-

laporan   realisasi  anggaran,  belanja,   transfer, surplus/ defisit-

laporan realisasi anggaran,  pembiayaan,  dan sisa    lebih/ kurang   

pembiayaan    anggaran, yang masing- masing diperbandingkan 

dengan   anggarannya dalam satu periode. 

y. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang   selanjutnya 

disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan  Informasi 

kenaikan   dan    penurunan   saldo   anggaran   lebih    tahun 

pelaporan  yang  terdiri  dari  saldo  anggaran lebih  awal, sisa 

lebih pembiayaan anggaran/ sisa kurang pembiayaan anggaran, 

koreksi dan saldo anggaran lebih akhir 

z. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 

suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada 

tanggal tertentu.  

aa. Laporan  Operasional  yang selanjutnya  disingkat LO  adalah 

laporan  yang  menyajikan Informasi  mengenai    seluruh 

kegiatan    operasional    keuangan   Entitas    pelaporan yang 

tercermin dalam pendapatan laporan  operasional, beban dan 

surplus/ defisit operasional dari suatu  Entitas pelaporan yang 

penyajiannya disandingkan dengan  periode sebelumnya. 

bb. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 

menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas 

dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan.  

cc. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 

terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir  
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dd. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK 

adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau 

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, 

LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang 

memadai. 

ee. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, 

atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 

ff. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan 

diantara dua laporan keuangan tahunan. 

gg. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

hh. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

ii. Pendapatan - Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  selanjutnya 

disebut   Pendapatan-LRA  adalah semua penerimaan Rekening 

Kas  Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih  dalam  

periode Tahun anggaran  yang bersangkutan  yang  menjadi hak 

Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh  

Pemerintah Daerah. 

jj. Pendapatan - Laporan Operasional yang selanjutnya disebut  

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas  dalam periode  tahun anggaran yang 

bersangkutan dan  tidak    perlu dibayar kembali. 

kk. Belanja adalah  semua  pengeluaran dari  Rekening  Kas Umum 

Daerah  yang  mengurangi   Saldo  Anggaran    Lebih dalam 

periode tahun  anggaran bersangkutan  yang   tidak akan diperoleh  

pembayarannya  kembali  oleh  Pemerintah Daerah. 

ll. Beban adalah penurunan  manfaat  ekonomi atau potensi jasa 

dalam  periode  pelaporan yang penurunan   ekuitas, yang dapat 

berupa pengeluaran  atau  konsumsi  aset atau timbulnya 

kewajiban. 

mm. Surplus/defisit anggaran  daerah  adalah selisih lebih/kurang antara 

pendapatan daerah dan belanja/beban daerah. 

nn. Pembiayaan  daerah  adalah  semua  penerimaan  yang  perlu 

dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan  diterima 

kembali, baik pada tahun  anggaran yang   bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

oo. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah 
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gabungan  saldo  yang  berasal  dari  akumulasi  sisa lebih 

pembiayaan anggaran/ sisa kurang pembiayaan   anggaran 

tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun  berjalan serta 

penyesuaian lain yang diperkenankan. 

pp. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SiLPA   adalah    selisih    lebih   realisasi    penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

qq. Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran/ Sisa  Kurang  Pembiayaan 

Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA/ SiKPA adalah selisih 

lebih/ kurang antara realisasi   pendapatan   laporan realisasi    

anggaran    dan     belanja    serta penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

selama satu  periode pelaporan. 

rr. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  

ss. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah.  

tt. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.  

uu. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos 

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan 

yang seharusnya.  

vv. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 

mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 

berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 

dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.  

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT  

17. Kebijakan akuntansi ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan. Dalam 

konteks pemerintah daerah, pemakai informasi keuangan meliputi masyarakat, 

DPRD selaku wakil masyarakat, Pemerintah Pusat, dan stakeholders lainnya.  
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18. Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah 

Kota Probolinggo melalui kebijakan akuntansi berbasis akrual sehingga dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, 

dan dapat dipahami serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.  

19. Peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan dilakukan melalui 

pengaturan tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah 

Kota Probolinggo sehingga dapat meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan. Tujuan khusus penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota 

Probolinggo ini adalah: 

a. Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan 

akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.  

b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.  

c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan 

pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

20. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyusunan kebijakan akuntansi 

ini adalah: 

a. Memberikan acuan bagi PPK-SKPD dan PPK-PPKD dalam melakukan 

pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Menerapkan standar akuntansi keuangan yang dianggap paling tepat 

dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan akuntansi di Pemerintah 

Kota Probolinggo  

c. Menjadi referensi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis 

akrual di Pemerintah Kota Probolinggo.  

d. Membantu penyelenggaraan akuntansi secara konsisten dan seragam 

sehingga laporan keuangan antara satu periode dan periode lainnya dapat 

dibandingkan untuk keperluan analisis pengambilan keputusan dan 

keperluan- keperluan lainnya 

 

D. RUANG LINGKUP  

21. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh 

pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

berbasis akrual yang meliputi:  
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a. Pengantar Kebijakan Akuntansi 

b. Kerangka Konseptual:  

c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;  

d. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;  

e. Kebijakan Akuntansi Piutang;  

f. Kebijakan Akuntansi Persediaan;  

g. Kebijakan Akuntansi Investasi;  

h. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;  

i. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;  

j. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 

k. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 

l. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; 

m. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA; 

n. Kebijakan Akuntansi Belanja; 

o. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 

p. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO; 

q. Kebijakan Akuntansi Beban; 

r. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan. 

22. Kebijakan akuntansi berbasis akrual ini mengatur penyusunan laporan 

keuangan finansial, yaitu laporan keuangan yang menggunakan basis akrual 

dalam sistem pencatatannya dan laporan keuangan berbasis kas. Perbedaan 

antara penggunaan basis kas dan basis akrual difasilitasi dengan pembuatan 

bagan akun standar yang membedakan antara akun finansial untuk menyusun 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, serta bagan 

akun pelaksanaan anggaran untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan 

Laporan Arus Kas.  

23. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo ini mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah. Seluruh definisi unsur laporan keuangan tetap mengacu pada PP 

Nomor 71 Tahun 2010, namun terdapat beberapa pengakuan dan pengukuran 

yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi yang ada di Pemerintah Kota 

Probolinggo. Namun secara keseluruhan, penyajian laporan keuangan 

Pemerintah Kota Probolinggo sudah berbasis akrual sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah. 
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